
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 
 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG 

NOMOR   1   TAHUN  2009 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELELANGAN IKAN DI TEMPAT 

PELELANGAN IKAN (TPI)  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi para nelayan dari persaingan 

yang tidak sehat dalam menjual hasil tangkapan, sehingga 

pendapatan/taraf hidup  semakin meningkat maka perlu 

adanya penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat 

Pelelangan Ikan; 

b. bahwa perkembangan ekonomi masyarakat yang 

memanfaatkan jasa pelelangan ikan di wilayah Kabupaten 

Malang perlu diakomodasi dalam Peraturan Daerah; 

c. bahwa Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di wilayah 

Kabupaten Malang yang telah diatur dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2003 perlu disesuaikan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;   

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b dan c, 

maka perlu menetapkan  Peraturan Daerah tentang  

Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan di Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI); 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   

Nomor 3209); 
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3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Perkoperasian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4433); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran   Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik  Indonesia  Nomor  4844); 

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan  

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 1981  Nomor 6); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 4139); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4230); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota 
Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4825); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2002 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Malang Tahun 2002 Nomor 4/E); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 
tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam 
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG 

dan 
BUPATI MALANG 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN 
RETRIBUSI PELELANGAN IKAN DI TEMPAT PELELANGAN 
IKAN (TPI). 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 
3. Bupati adalah Bupati Malang. 
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Malang. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Malang. 

6. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Malang. 

7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang. 

8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 
Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

9. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat pada Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Malang. 

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan 
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, 
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, 
Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, 
Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan lainnya. 

11. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah 
tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan 
dengan cara pelelangan. 

12. Penyelengaraan Pelelangan Ikan adalah seluruh kegiatan yang 
terkait dengan pelelangan ikan termasuk di dalamnya 
penyediaan fasilitas di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). 

13. Pelelangan Ikan adalah kegiatan melelang ikan di tempat 
pelelangan ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, 
pelelangan sampai dengan pembayaran. 

14. Pelaksana Lelang adalah Badan Hukum atau Koperasi yang 
ditunjuk oleh Bupati sebagai Pelaksana Lelang. 

15. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten 
Malang. 

16. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan 
kegiatan penangkapan ikan. 

17. Pedagang ikan adalah orang atau Badan Hukum yang 
melakukan kegiatan pembelian dan penjualan terhadap semua 
jenis komoditas hasil perikanan dengan tujuan komersial. 

18. Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak 
sosial, beranggotakan orang-orang atau Badan Hukum 
Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai 
usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. 
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19. Koperasi Unit Desa yang selanjutnya disebut KUD adalah 

Badan Usaha yang melakukan kegiatan serba usaha di tingkat 

desa. 

20. Koperasi Perikanan/Mina adalah organisasi ekonomi rakyat 

yang bergerak di bidang usaha perikanan. 

21. Biaya Jasa Pelelangan Ikan adalah biaya yang harus 

dibayarkan oleh nelayan atau pengusaha yang memanfaatkan 

jasa pelelangan ikan di TPI. 

22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau Badan. 

23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran retribusi. 

24. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan 

batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan 

pelayanan fasilitas pasar dan atau Tempat Pelelangan Ikan. 

25. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang 

disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip 

komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh 

sektor swasta. 

26. Retribusi Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi 

adalah pembayaran atas pelayanan dan/atau pemakaian 

fasilitas penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI yang 

dilaksanakan oleh Pelaksana Lelang yang ditunjuk oleh Bupati. 

27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut  

SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk 

melakukan pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang 

ke Kas Umum Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang 

ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut 

SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan 

besarnya pokok Retribusi. 

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 

selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi 

yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi 

karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi 

yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 

30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut 

STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi 

dan/atau sangsi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 


